Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Tim Monitoring Evaluasi Kementerian
PAN RB Kunjungi Asahan

Sumber gambar: https://sumutpos.co/

ASAHAN, SUMUTPOS.CO - Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di
Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan segera merampungkan
Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai salah satu program prioritas dari
visi misi Kabupaten Asahan 2021-2026.

Hal ini disampaikan Bupati Asahan, H. Surya, BSc saat memberikan pemaparan
kepada Tim Monitoring Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada saat berkunjung ke Kabupaten Asahan pada
kegiatan pelaksanaan monitoring Evaluasi Mal Pelayanan Publik dan Forum Konsultasi
Publik, di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Jumat (7/5).

Bupati Asahan juga menyampaikan, visi misi tersebut juga akan tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. MPP di
Kabupaten Asahan nantinya akan di bawah koordinasi OPD yang melaksanakan tugas
dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).

Mengakhiri pemaparannya, Bupati Asahan berharap tim Tim Monitoring Evaluasi
Kementerian PAN-RB, memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat untuk
kebaikan program prioritas tersebut, dan menjadi perbaikan apabila terdapat hal-hal yang
kurang tepat.

Sementara Syafruddin, S. Pd, MM yang merupakan Analis Kebijakan Madya Unit
Kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik dari Kementerian PAN RB, menyampaikan tujuan
dari Mall Pelayanan Publik ini yaitu memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan,
keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta
meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.
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Syahfruddin menambahkan, pada MPP ada 2 jenis pelayanan yaitu perizinan yang terdiri
dari Layanan SIUP, TDP, IMB, Layanan lzin Usaha Industri, Layanan lIzin Usaha
Angkutan, Layanan lzin Lingkungan, Layanan lzin Praktek Apoteker, Layanan Izin
Apotek, Layanan Izin lainnya.

Selanjutnya, non perizinan yang terdiri dari Layanan SIM dan SKCK, Layanan
Paspor, Layanan Pertanahan, Layanan Disdukcapil, Layanan Tenaga Kerja, Layanan Bea
Cukai dan Layanan lainnya.

Beliau juga mengatakan, apabila Pemerintah Kabupaten Asahan akan
meresmikan MPP nantinya, ada hal-hal yang perlu diperhatian sebelum melakukan
peresmian tersebut yakni, sarana dan prasarana sudah siap digunakan, Instansi yang akan
bergabung sudah siap melakukan operasional, Sudah dikonsultasikan dengan Kemen
PAN RB dan sudah mendapatkan persetujuan untuk diresmikan, Sudah dilakukan uji
coba operasional untuk melihat kesiapan seluruh aspek yang ada.

Pada kesempatan ini, Kepala Dinas PMPPTSP Kabupaten Asahan H. Darwin
Idris, SH, MAP menyampaikan eksposnya tentang kesiapan dan progres penyelenggaran
MPP di Kabupaten Asahan di hadapan Tim Monitoring Evaluasi dari Kementerian PAN
RB, Bupati Asahan, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis Kominfo Kabupaten Asahan, Kadis
PU dan PR Kabupaten Asahan, Kadis Disdukcapil Kabupaten Asahan dan tamu undangan
lainnya.

Sumber Berita:

1. https://sumutpos.co/tingkatkan-kualitas-pelayanan-publik-tim-monitoring-evaluasi-
kementerian-pan-rb-kunjungi-asahan/, tanggal 8 Mei 2021;

2. https://sumut.siberindo.co/ 11/ 05/ 2021/ bupati-asahan-sambut-kunker-tim-
monitoring-kementerian-pan-rb/, tangggal 11 Mei 2021;

Catatan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelnggaraan Mal Pelayanan Publik

Pasal 1 angka 1 s.d. 2

1. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya
kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau
pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik
pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah,
terjangkau, aman, dan nyaman.
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2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah
setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain
yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 2

MPP bertujuan:

a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan
kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan

b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di
Indonesia.

Pasal 3

MPP dilaksanakan dengan prinsip:
keterpaduan;

berdaya guna;

koordinasi;

akuntabilitas;

aksesibilitas; dan

kenyamanan.
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Pasal 4
(1) MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas

dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

Pasal 5

(1) Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
wajib mengikutsertakan pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah/swasta.
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(2) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta berdasarkan kesepakatan yang
dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

(3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan
Perjanjian Kerja Sama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan
sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/
fasilitas.

(4) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/
fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
(1) Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP dilakukan oleh masing-masing

instansi yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Perbantuan tenaga untuk suatu pelayanan dalam MPP dapat dilakukan sepanjang
disepakati oleh masing masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) menyediakan gedung dan sarana prasarana/ fasilitas.

(2) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi
di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan
gedung dan sarana prasarana/ fasilitas.

(3) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi
di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi
oleh pihak- pihak yang tergabung dalam MPP.

(4) para pihak yang tergabung dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka
pemanfaatan MPP.
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Pasal 8

(1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung
jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP yang dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

(2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
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